
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl.Pramuka Komplek Perkantoran Kendal Telp/fax. (0294) 381302

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 470/786/Dispendukcapil 

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan
menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta 
disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, 
perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang 
Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5475);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5053);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
119);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Nasional sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Nasional;

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen 
Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

______________ ox___________ i_____t'i _ 1_______________________



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara 
Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomer Induk 
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor );

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk 
Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 2536);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 
Akte Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 325);

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 8 
Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 147);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, 
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.l, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati 
Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 71 Seri D No.23);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah 
Hinhati heherana kali terakhir dengan Peraturan daerah



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Berita 
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini.
Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada bulan Ramadhan 
ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 17 Maret 2020

K<

Pembina U tarn a Madya 
NIP. 19610626 199002 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 470/786/Dispendukcapil

TANGGAL : 17 Maret 2020

JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

NOMOR HARI JAM
1 SENIN S/D KAMIS 07.30 S/D 15.00
2 JUM’AT 07.30 S/D 10.00

Jam istirahat :

Jam 12.00 s/d 13.00

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani

j\BU la Dinas
Pencatatan Sipil 

deft Kendal

<Sf®
W. frAMBAN ^WIYONO, M.T.

i tama Madya
NIP. .0626 199002 1 001


